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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/PMK.03/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT
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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan
penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat
pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau
penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan
Pembayaran atau Penyetoran Pajak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak
diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau
menghapuskan Sanksi Administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan @~ Wajib  Pajak atau bukan  karena
kesalahannya;

bahwa untuk menyederhanakan proses administrasi
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai
tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi atas keterlambatan penyampaian surat
pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan
keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan
Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat
Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau
Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Mengingat

Menetapkan
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Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan

Pembayaran atau Penyetoran Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 tentang
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas
Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan
Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN,
PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN
PAJAK.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan
Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat
Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau
Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 671), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 2
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi
Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib

Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak
Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan
sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak
Desember 2014 dan sebelumnya, yang disampaikan
pada tahun 2015;

b. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak
Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan
sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak
Desember 2014 dan sebelumnya, yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,
sepanjang:

1) pembetulan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa
dimaksud disampaikan pada tahun 2015; dan

2) pembayaran atau penyetoran atas kekurangan
pembayaran pajak dalam pembetulan SPT
Tahunan dan/atau SPT Masa dimaksud
dilakukan pada tahun 2015 dan sebelumnya;

c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas
kekurangan pembayaran Pajak yang terutang
berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk

Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, sepanjang:
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1) SPT Tahunan dimaksud disampaikan pada
tahun 2015; dan

2) pembayaran atau penyetoran atas kekurangan
pembayaran pajak tersebut dilakukan pada
tahun 2015 dan sebelumnya; dan/atau

keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak

yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak

sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk

Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya,

sepanjang:

1) SPT Masa dimaksud disampaikan pada
tahun 2015; dan

2) pembayaran atau penyetoran atas kekurangan
pembayaran pajak tersebut dilakukan pada

tahun 2015 dan sebelumnya.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal,

yakni Pasal 5A dan Pasal 5B yang berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal S5A

Dalam hal Sanksi Administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 telah diterbitkan Surat

Tagihan Pajak, pengurangan atau penghapusan

Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan

terhadap:

a. Surat Tagihan Pajak yang telah diajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan
Sanksi Administrasi oleh Wajib Pajak dan telah
diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, namun
masih terdapat Sanksi Administrasi yang belum
dikurangkan atau dihapuskan;

b. Surat Tagihan Pajak yang telah diajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan

Sanksi Administrasi oleh Wajib Pajak, namun



